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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of local revenue (PAD), Balancing Funds, Regional
Expenditures and Audit Opinion BPK on the Performance of Local Government of districts / City in Jambi
Province. The research was conducted on all (population) of districts / City in Jambi Province.

The method of selecting the sample using purposive sampling for the year 2009 until the year 2013 the
complete data except the City Sungai Penuh so that only done to 10 districts / cities. While the analytical techniques
used in this study is descriptive qualitative and quantitative analysis. The research data is obtained from secondary
data from several government agencies that have been published widely. While the data panel analysis using some
processing techniques are Pooled Least Square, Fixed Effect, and Random Effect.

Result of research and hypothesis test show that partial test result, variable of Local Revenue (PAD)
proxyed with Local Revenue Ratio to Total Revenue, balancing Fund variable which proxied with Ratio of Balance
Fund to Total Revenue, variable of realization of Regional Expenditures proxy with ratio of total realization
Regional expenditure on budget, and audit opinion variables do not significantly influence the performance of the
administrations of District /City Government in Jambi Province. While simultaneously, proving that the variable of
Local Revenue (PAD), Balancing Fund, Regional Expenditures and Audit Opinion BPK RI, have an effect but not
significant to performance of Local Government of Districts / City in Jambi Province during period 2009-2013 with
value adjusted R Squared only explains 18.71% of the variable Performance of Local Government.

Keywords: Performance of Local Government Implementation, EKPPD, Local Revenue (PAD), Balancing Fund,
Regional Expenditure, Audit Opinion.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan terhadap seluruh (populasi) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi.

Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
yang datanya lengkap kecuali Kota Sungai Penuh sehingga hanya dilakukan terhadap 10 Kabupaten/Kota.
Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Data penelitian diperoleh dari data sekunder dari beberapa instansi pemerintah yang sudah dipublikasikan secara
luas. Sedangkan analisis Data Panel menggunakan beberapa teknik pengolahan yaitu Pooled Least Square, Fixed
Effect, dan Random Effect.

Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil uji secara parsial, variabel
Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan,
variabel Dana Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, variabel
realisasi belanja daerah yang diproksikan dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja, dan
variabel opini audit tidak berpengaruh siginifikan terhadap kinerja penyelenggaran Pemda Kabupaten Kota di
Provinsi Jambi. Sedangkan secara simultan, membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
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Perimbangan, Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2009-2013 dengan
nilai adjusted R squared hanya menjelaskan 18.71% dari variabel kinerja penyelenggaraan Pemda.

Kata Kunci: Kinerja Penyelenggaraan Pemda, EKPPD, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Opini.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Bentuk pemerintah Indonesia yang meliputi
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang
terbingkai dalam wadah NKRI, membawa konsekuensi
dalam  penyelengaraan  pemerintahan, termasuk
pembagian kekuasaan atau pelimpahan kewenangan
dari ketiga tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan
pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota)
ditujukan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan umum di Undang-undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU
Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 22 tahun 1999.
Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang
otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1
Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang
sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi
yang sesungguhnya.

Pembiayaan  penyelenggaran  pemerintahan
berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban
APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas
desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk
memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya
alam. Sumber pembiayaan bagi daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan
(DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber
pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah
melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh
pemerintah pusat melalui kerja sama dengan
pemerintah daerah (Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan menurut Halim
(2002) merupakan rencana kegiatan pemerintah
daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan
batas maksimal untuk periode anggaran.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu
transformasi  paradigma  dalam penyelenggaran
pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana
Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas
untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah

secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya
diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam
hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah
Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber
ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal
(kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal
(kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002).
Tujuan utama penyelenggaran otonomi  daerah
adalah untuk meningkatkan pelayanan  publik
(public service) dan memajukan perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan
oleh Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur
Rahardjo (2013) tentang pengaruh Karakteristik
pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap
kinerja pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Indonesia) menyimpulkan bahwa
tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di
Indonesia, untuk temuan audit BPK berpengaruh
negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran
daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan
dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di
Indonesia.

Penelitian lain terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah sebagai variabel dependen dapat
dipengaruhi  berbagai faktor, antara-lain faktor
keuangan dan faktor lingkungan. Penelitian yang
dilakukan Patrick, 2007 dalam Sumarjo (2010) telah
meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan
pada pemerintah daerah Pennsylvania. la meneliti
tentang komponen organisasi yang digunakan sebagai
faktor yang mempengaruhi inovasi administratif.
Variabel yang ia gunakan untuk memproksikan
karakteristik daerah terdiri atas (a) ukuran daerah; (b)
functional differentiation; (c) umur daerah; dan (d)
intergovernmental revenue. Selanjutnya penelitian yang
dilakukan Suhardjanto et al., (2011) meneliti tentang
pengaruh Kkarakteristik pemerintah daerah terhadap
kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut
menggunakan variabel ukuran daerah (size), jumlah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Status
Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah
daerah. Penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012)
menggunakan ukuran daerah (size), tingkat kekayaan
daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat,
dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik
pemerintah daerah.

Selanjutnya  penelitian  tentang Kinerja
Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh Hermaningsih
(2009) yang meneliti pengaruh partisipasi dalam
penganggaran dan peran manajerial pengelola
keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)
menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran
dan peran manajerial pengelola keuangan daerah
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berpengaruh  positif
pemerintah daerah.

signifikan terhadap kinerja

Fenomena vyang terjadi berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Indonesian
Governance Index (IGI) pada tahun 2014 terhadap
Daerah Otonomi Baru (DOB) data sejak tahun 1999-
2013, tercatat pertambahan pemekaran daerah
sebanyak 220 daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
sehingga jumlah provinsi dan kabupaten/kota seluruh
Indonesia adalah 542 Kab/Kota.

Di antara 34 sampel daerah yang dievaluasi 1Gl,
terdapat 10 Daerah Otonom Baru (DOB). Dari 10
daerah tersebut, hanya 2 daerah berada di atas rata-
rata nasional yaitu Siak dan Kabupaten Lombok
Utara, sedangkan 8 daerah lainnya berada di bawah
rata-rata nasional yaitu Ternate, Tanjung Jabung
Timur, Tanjung Pinang, Pulang Pisau, Seluma,
Bangka Selatan, Tangerang Selatan, dan Sigi. Rata-
rata daerah ini telah berdiri lebih dari 10 tahun kecuali
Sigi dan Tangerang Selatan yang baru berdiri 6 tahun.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri R,
DOB yang sudah ada, yang terbukti tidak mampu
(kinerja buruk) bisa dihapus (Djohermansyah Djoha,
Jakarta 2014).

Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari 9
Kabupaten dan 2 Kota, sejak tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 memiliki opini audit BPK yang
kencenderungan semakin membaik. Adapun skor
peringkat penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang
ada di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai dengan tahun
2013, berdasarkan penilaian dan evaluasi oleh
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah
sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Peringkat Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi Tahun 2009-2013

Kota Jambi 2.3525 | 1.8142 | 2,4889 | 2.0018 | 1,6670
Kab. Batang 2.3467 | 2.4074 | 2,4530 | 2.6239 | 2,5986
Hari

Kab.Bungo 2.2633 | 1.7035 | 2,5407 | 3.0017 | 2,8911
Kab.Kerinci 1.7178 | 2.3032 | 2,4365 | 1.5205 | 2,2221
Kab.Merangin 2.3740 | 2.3621 | 2,3398 | 1.9064 | 2,9343
Kab.Muaro 2.4813 | 1.7772 | 2,3893 | 1.7587 | 2,5603
Jambi

Kab.Sarolangun | 2.3702 | 2.0082 | 2,7340 | 1.9378 | 2,6906
Kab.Tanjab 1.6306 | 1.4495 | 1,7974 | 1.7857 | 2,4127
Barat

Kab.Tanjab 1.7876 = 1.6861 1,9072 @ 2.1307 2,0245
Timur

Kab.Tebo 2.4594 | 2.5975 | 2,4659 | 1.9331 | 2,0356

Kota Sungai 2.5136 | 2,7153
Penuh*)
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia

Web:http://otda.kemendagri.go.id/

Catatan :*) Data untuk Kota Sungai Penuh mulai
tersedia pada tahun 2012

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terhadap
LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dari tahun
2009 sampai dengan 2013 sebagaimana tergambar
pada tabel 2. Dibawah ini:

Tabel 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Terhadap LKPD Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2009-2013

Kota Jambi WDP | WDP | wpP | wDP | wpDP
Kab. Batang WDP | WDP | WDP | WITP*  WTP*
Hari

Kab.Bungo WDP | WDP | WDP | WDP | wDP
Kab.Kerinci T™MP | WDP | WDP | WDP | WDP
Kab.Merangin WDP WDP WDP WDP WDP
Kab.Muaro WDP | WDP | WDP | WTP | WTP
Jambi

Kab.Sarolangun WDP WDP WDP WDP WDP
Kab.Tanjab wDP | wDP | wpbP | wpp | wpP
Barat

Kab.Tanjab WDP  WDP  WDP  WTP*  WTP*
Timur

Kab.Tebo WDP | wWDP | wbP | wDP | woDP
Kota Sungai WTP | WDP | WDP | WTP | WTP
Penuh*)

Sumber : Diolah dari Jambi Dalam Angka 2014 dan
Web BPK RI : http://bpk.go.id/

Keterangan :
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP * : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer

Opinion)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti
ingin menggunakan beberapa variabel independen yang
berbeda dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini
Audit BPK RI terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di
Provinsi Jambi secara lebih mendalam. Adapun judul
dari penelitian ini adalah ""Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah
dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi*'.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti
merumuskan masalah penelitian dalam pertanyaan
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sebagai berikut:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

2. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Perimbangan
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

3. Apakah Terdapat Pengaruh Belanja Daerah terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi?

4. Apakah Terdapat Pengaruh Opini
terhadap Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

Audit BPK
Daerah

5. Apakah secara bersama-sama terdapat terdapat
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah
dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas,
tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Menganalisis Pengaruh Dana  Perimbangan
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota di Provinsi Jambi.

3. Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di
Provinsi Jambi.

4. Menganalisis Pengaruh Opini Audit BPK terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

5. Menganalisis Pengaruh secara bersama-sama PAD,
Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini
Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini berupa
kontribusi empiris, teori dan kebijakan bagi berbagai
pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pandangan dan wawasan mengenai
penetapan  peringkat dan  status  Kkinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/
Kota terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah.

2. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi
peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

3. Bagi pihak Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan penyediaan data capaian kinerja
pada tataran pengambil kebijakan daerah dan
tataran pelaksana Kkebijakan daerah yang dimuat
dalam LPPD, LKPJ dan laporan lainnya.

4. Bagi penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk
lebih menambah wawasan keilmuan khususnya
yang  berkaitan  dengan  evaluasi  kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/
Kota di Provinsi Jambi.

2. LANDASAN TEORI,
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

KERANGKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan dalam penelitian ini karena
adanya hubungan antara pemerintah pusat (principal)
dengan pemerintah daerah (agent), dan juga hubungan
masyarakat (principal) dengan pemerintah daerah
(agent). Hubungan antara masyarakat dengan
pemerintah adalah seperti hubungan antara principal
dan agent. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD
adalah principal dan pemerintah adalah agent. Agent
diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan
menguntungkan principal, dan akuntabilitas kinerja
atas amanah vyang diberikan oleh masyarakat
(Principal) dapat dilaksanakan dengan baik oleh
pemerintah (agent). Principal memiliki wewenang
pengaturan  kepada agent, dan  memberikan
sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak,
retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan
kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen
menyebabkan munculnya masalah agensi. Menurut
Eisenhardt (1989) dalam Hartas (2011) teori agensi
menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1)
manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri
(self interest) dengan mengabaikan kepentingan orang

lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai  persepsi masa mendatang (bounded
rationality), dan (3) bahwa manusia selalu

menghindari risiko (risk averse). Dengan demikian,
seorang agen akan mengambil tindakan yang lebih
menguntungkan diri sendiri (opportunistic)
dibandingkan dengan kepentingan prinsipal sehingga
dapat menimbulkan konflik. Dalam hal ini, prinsipal
(pemilik) menuntut akuntabilitas dari agen tetapi ada
kemungkinan agen takut untuk mengungkapkan
informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga
terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan
keuangan (Januarti, 2009).

Menurut Teori keagenan bahwa pemerintah
daerah sebagai agent bagi masyarakat principal akan
bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan
mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah
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daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency
theory beranggapan bahwa banyak terjadi information
asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang
mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan
pihak principal (masyarakat). Adanya information
asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya
penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat
meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai
mekanisme checks and balances agar dapat
mengurangi information asymmetry (Setiawan, 2012).

Sehingga teori agensi menjadi dasar penelitian ini
mengenai pengaruh terhadap Kinerja pemerintah
daerah dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi.
Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya
hubungan kerja antara pemilik (principal) dengan
manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan
oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam
sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik
keagenan diantara principal dan agen (Jensen dan
Meckling, 1976). Di satu sisi, agent secara moral
bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan
principal, namun di sisi lain manajemen juga
berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka
sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah
agensi.

Berdasarkan  theory  agency  pengelolaan
pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan
bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan
kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Diharapkan dengan meningkatnya
akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang
diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap
pemerintah daerah yang artinya informatif asymmetry
yang terjadi dapat berkurang.

2.1.2. Teori Stakeholder

Teori  stakeholder  adalah  teori  yang
menggambarkan kepada pihak mana saja atau
stakeholder perusahaan bertanggungjawab (Freeman,
2001). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan
stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan
kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang
mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya
yang digunakan untuk aktivitas  operasional
perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk
perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007).

Dalam hubungannya teori stakeholder dengan
penelitian ini, pemerintah daerah dapat digambarkan
sebagai  organisasi publik yang  mempunyai
kepentingan terhadap para pemangku kepentingan.

Adapun pemangku kepentingan terkait dengan variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah
pusat dan masyarakat.

2.2. Kerangka Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang
menggambarkan model penelitian dan hubungan antar
variabel yang digunakan dalam penelitian.

PAD (X1)

DANA
PERIMBANGAN (X2)
. J

KINERJA

BELANJA DAERAH
(X3) PEMDA (Y)
J

OPINI AUDIT BPK
(x4)

Gambar. 1. Kerangka Pemikiran

Variabel Independent:

PAD : X1
Dana Perimbangan 1 X2
Belanja Daerah : X3
Opini Audit BPK : X4

Variabel Dependent:

Kinerja Pemerintah Daerah :Y

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota di
Provinsi Jambi.

Hasil penelitian Wenny (2012) serta penelitian
Mustikarini dan Fitriasasi (2012) yang menemukan
bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap
kinerja Pemda. Julitawati, etal (2012) juga
menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/Kkota.

Sedangkan menurut penelitian Nandhya Marfiana
dan Lulus Kurniasih (2012) bahwa tingkat kekayaan
daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah, hal ini dapat diterima karena
mengingat besarnya porsi ketergantungan pemerintah
daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari
pemerintah pusat Oleh karena itu, hipotesis pada
penelitian ini adalah:
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Hipotesis 2: Dana Perimbangan berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

Dengan semakin tinggi DAU dari Pemerintah
Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan
Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda
juga semakin meningkat, sebagaimana penelitian
Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari (2012).
Sedangkan menurut Sudarsana dan Shiddiq (2013),
Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan
pusat terhadap skor kinerja

Hipotesis 3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap
Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi.

Penyerapan atau realisasi anggaran belanja
daerah yang besar hendaknya merupakan cerminan
dari banyaknya infrastruktur dan sarana Yyang
dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan
yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Menurut Widya Astuti Mustikarini dan Debby
Fitriasari (2012), belanja daerah ternyata terbukti
berpengaruh negatif signifikan. Artinya semakin besar
belanja daerah ternyata menyebabkan semakin kecil
nilai skor kinerja Pemda tersebut. Sedangkan
Marfiana dan Kurniasihn (2012), penelitiannya
menunjukan pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah
pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk
penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik.

Hipotesis 4: Opini Audit BPK berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

Hasil penelitian terhadap opini audit BPK
menurut Budianto (2012) bahwa opini audit Wajar
Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian
berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan sebaliknya Sucahyo Heriningsih
(2015) yang hasil dari penelitian bahwa Kkinerja
penyelenggara pemerintah daerah (skor IKK dari
LPPD) secara statistik menunjukkan tidak terdapat
perbedaan antara kabupatan/kota yang memiliki opini
WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP.

Hipotesis 5: Secara Simultan Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap
Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi.

Selain hipotesis secara partial juga akan dilihat
apakah secara bersama-sama variabel independent
berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Objek dan Subjek Penelitian
3.1.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Rasio
Pendapatan Asli Daerah, Rasio Dana Perimbangan,
Rasio Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap

Kinerja ~ Penyelenggaraan ~ Pemerintah ~ Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3.1.2. Subjek Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan pada seluruh

Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi yang
telah diaudit BPK selama tahun 2009-2013. Metode
pemilihan sampel menggunakan purposive sampling
dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Kabupaten/kota di  Provinsi Jambi  yang
mempunyai data keuangan yang lengkap selama
tahun 2009-2013, yaitu berupa data Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja
Daerah (Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah Daerah melalui
www.djpk.depkeu.go.id.)

2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah
dilakukan audit dan memperoleh opini audit dari

BPK RI selama tahun 2009-2013. (Sumber:
Badan Pemeriksa Keuangan Rl melalui
www.bpk.go.id.)

3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah
menyampaikan LPPD dan telah di evaluasi
LPPDnya oleh Pemerintah Pusat selama tahun
2009-2013. (Sumber : Surat Keputusan Mendagri
R1 melalui www.otda.kemendagri.go.id)

Berdasarkan data sementara diperoleh bahwa data
tahun 2009 sampai dengan 2011 untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota sudah cukup tersedia, kecuali data
untuk Kota Sungai Penuh. Dengan mempertimbangkan
keterse- diaan dan kelengkapan data dimaksud, maka
dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap 9
Kabupaten dan 1 Kota Jambi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan
dalam bentuk data cross section dari suatu periode yang
sama dan data time series (runtun waktu) dari tahun
2009 sampai 2013 yang diistilahkan dengan nama data
pooled cross section-time series atau Data Panel.
Penelitian ini hanya menggunakan data sampai dengan
tahun 2013, karena sampai dengan peneliti melakukan
penelitian ini data hasil EKPPD untuk tahun 2014
belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.

3.3. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif
yang akan dijelaskan sebagai berikut.
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3.3.1. Analisis kualitatif

Data sekunder dari buku teks, jurnal dan hasil
penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan tesis
ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.

1). Rasio PAD menunjukkan derajat kontribusi PAD
terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi
kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
desentralisasi. Kriteria Penilaian Rasio ini adalah
sebagai berikut:

Rasio Realisasi

Pendapatan Asli _ Realiasi PAD % 100%
Daerah terhadap Total Total Realisasi Pendapatan
Pendapatan

2). Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja
disebut juga dengan Rasio Aktivitas, dimana rasio
ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan dananya pada belanja rutin
(belanja operasi) dan belanja pembangunan
(belanja modal) secara optimal.

Realiasi Belanja

Total Anggaran Belanja
dalam APBD

Rasio Realisasi Belanja
terhadap Anggaran =
Belanja

X 100%

3). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung
dengan cara membandingkan jumlah pendapatan
transfer yang diterima oleh penerimaan daerah
dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi
rasio ini  maka semakin besar tingkat
ketergantungan pemerintah  daerah terhadap
penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.
(Bisma, 2010)

Realiasi Dana
Perimbangan
Total Realisasi Pendapatan

Rasio Realisasi Dana
Perimbangan terhadap =
Total Pendapatan

X 100%

3.3.2. Analisis kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan
model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari
pembahasan yang dinyatakan dengan angka. Penelitian
ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel
(pooled data) merupakan data yang mengkombinasikan
antara data deret waktu (time series) dan data kerat
lintang (cross section). Data deret waktu (time series)
adalah data observasi pada satu subjek penelitian
diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama
lima tahun. Sedangkan data kerat lintang (cross
section) adalah data observasi pada beberapa subjek
penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun
atau satu periode tertentu yang sama. Dalam data panel,
observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis
dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan
menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai
berikut:

Yi=p0+p1 Xitei ;i=1,2,3,..,.N
Dimana N adalah banyaknya data cross section.

Sedangkan persamaan model dengan time series dapat
ditulis sebagai berikut:

Yt=p0+p1 Xt+et;t=1,2,3,..,T

Dimana T adalah banyaknya data time series.
Hubungan antar variabel secara fungsional dinyatakan
sebagai berikut:

BJ = {PAD, OA, DP, BD}

Sehingga persamaan data panel merupakan
pengkombinasian dari persamaan cross section dan
time series dapat ditulis sebagai beriku:

Yit=p0 + Bl Xit+zgit;i=1,2 3., N;t=1,2,
3.7

Dimana Y adalah variabel dependen, X adalah
variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T
adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya
data panel.

Oleh karena itu, variabel-variabel dalam
penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model,
sebagai berikut:

Yit = o + PuXait + B2 Xait + BaXsit + BaD+ Uit
Dimana:

Yic = Kinerja Penyelenggaraan Pemda
o = Koefisien intersep

B = Slope atau Koefisien slope

X1 = Rasio Pendapatan Asli Daerah
Xz =Rasio Dana Perimbangan

Xs = Rasio Belanja Daerah

D = Dummy Variabel (Opini Audit)
i =1, 2 ... N (individu)

t =1,2.. T (Waktu)

M =erorterm

3.4. Metode Pengolahan Data

Data Panel memiliki beberapa teknik pengolahan
data yaitu Pooled Least Square, Fixed Effect, dan
Random Effect (Gujarati, 2004). Deskripsi ketiga
model tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pooled Least Square (PLS), Pooled Least
Square merupakan teknik estimasi untuk
kombinasi data time series dan cross section.
Teknik Pooled Least Square dapat dituliskan
sebagai berikut:

Yit=a + pXuit + pt untuki=1,2,..N
danT=12,..T

2) Fixed Effect, Estimasi menggunakan model

Fixed Effect dapat dilakukan berdasarkan asumsi
tertentu berkenaan konstanta, slope coefficient,
dan error term.
Penelitian ini akan berfokus pada kasus ketika
slope coefficient konstan tetapi nilai konstanta
berubah-rubah untuk setiap individu. Model fixed
Effect dapat dituliskan sebagai berikut :

Yit= a1tazDzitasDsitonDn-1,itfXuitt

B2Xait+PaXzit+PaXait+it
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3)  Model random effect meng-asumsikan konstanta
sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata Bl
daripada sebagai variabel tetap. Model random
effect dapat ditulis sebagai berikut :

Yit = BaritP2Xait+PaXsitt it
untuk i=1,2,..Ndant=12T
Dengan B1i = P1+&i

3.5. Evaluasi Hasil Regresi

Evaluasi atas hasil regresi dilakukan dengan
mengamati antara lain nilai F statistik, nilai t statistik,
nilai R?, nilai adjusted R?, dan kesesuaian tanda (positif
atau negatif) koefisien dengan teori.

3.5.1. Evaluasi Koefisien Variabel Bebas Secara
Bersamaan
Evaluasi ini dinamakan uji F. Semua koefisien
variabel bebas diuji secara bersamaan untuk memeriksa
terdapat slope coefficient variabel bebas yang tidak
sama dengan nol. Berikut ini adalah hipotesis uji F
dengan enam variabel bebas.

HO:B1:O
H1:B1¢0

Jika F statistik lebih besar dari Fo,k,n-k-1 atau
probabilitas F statistik lebih kecil dari o (level of
significance) maka Ho ditolak. Jika F statistik lebih
kecil dari Fa, k, n-k-1 atau probailita F statistik lebih
besar dari a maka Hp diterima. Penerimaan Hg
mengartikan bahwa koefisien variabel bernilai nol atau
dengan kata lain variabel bebasnya tidak memiliki
pengaruh terhadap variabel terikat. Penolakan Ho
mengartikan bahwa paling tidak terdapat satu koefisien
variabel bebas yang tidak sama dengan nol atau dengan
kata lain variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap
variabel terikat.

3.5.2. Evaluasi

Individu

Uji t berguna untuk menguiji signifikansi pengaruh

tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien

variabel bebas tidak sama dengan nol menunjukkan

bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh

terhadap variabel terikat. Koefisien variabel bebas sama

dengan nol menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut

tidak mempengaruhi variabel terikat. Berikut adalah
hipotesis untuk masing-masing variabel bebas.

Koefisien Variabel Bebas secara

1. Ho: B2 = 0 (Rasio pendapatan asli daerah terhadap
total pendapatan tidak mempengaruhi kinerja
penyelenggaraan Pemda)

H: : B2 # 0 (Rasio pendapatan asli daerah terhadap
terhadap total pendapatan mempengaruhi Kkinerja
penyelenggaraan Pemda)

2. Ho: B3 = 0 (Rasio dana perimbangan terhadap total
pendapatan tidak mempengaruh kinerja
penyelenggaraan Pemda)

Hi: Bs # 0 (Rasio dana perimbangan terhadap total
pendapatan mempengaruhi kinerja
penyelenggaraan Pemda)

3. Ho : Bs = 0 (Rasio realisasi belanja terhadap
anggaran belanja tidak mempengaruh Kinerja
penyelenggaraan Pemda)

Hi: Bs # 0 (Rasio realisasi belanja terhadap
anggaran belanja mempengaruh kinerja penyeleng-
garaan Pemda)

4. Ho : B = 0 (Opini Audit tidak mempengaruhi
kinerja penyeleng-garaan Pemda)
Hi : B1 # 0 (Opini Audit mempengaruhi kinerja
penyeleng-garaan Pemda)

Untuk keempat hipotesis tersebut, bila t statistik >
ta/2, df dengan degree of freedom adalah n-k (n adalah
jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter yang
diestimasi) atau bila probabilitas t statistik lebih kecil
dari o (level of significance) maka Ho ditolak. Bila Ho
ditolak berarti variabel bebas mempengaruhi variabel
terikat. Sebaliknya, penerimaan Ho berarti variabel
bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.5.3. Evaluasi Koefisien Determinasi

Koefisien  determinasi  (goodness of fit)
dinotasikan dengan R? yang adalah suatu ukuran untuk
menentukan baik atau tidaknya model regresi yang
terstimasi. Angka ini menunjukkan sebesar apa dekat
garis regresi yang terestimasi dengan data
sesungguhnya.

Nilai R? berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R2
sebesar nol menunjukkan bahwa variasi dari variabel
terikat tidak dapat diterangkan sama sekali oleh
variabel bebas sedangkan nilai R? sebesar satu
menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat secara
keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas.

Kelemahan R? adalah R? cenderung meningkat
jika ditambahkan variabel bebas baru ke dalam model
sehingga nilai R? menjadi kurang akurat untuk menilai
model. Maka, digunakan juga adjusted R? untuk
menilai baik atau tidaknya suatu model. Nilai adjusted
R? akan meningkat hanya jika variabel bebas yang
dimasukkan ke dalam model benar benar efisien.
Kesimpulannya, model yang baik ditunjukkan oleh
nilai R? dan adjusted R? yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada
0°45°-2°45° LS dan 101°10°-104°55" BT di bagian
tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan
dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut
Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis
karena langsung berhadapan dengan kawasan
pertumbuhan ekonomi vyaitu IMS- GT (Indonesia,
Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara
geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas
53.435,72 km?.
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Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak
dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik
dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas
ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan
memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan secara Rata-rata Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jambi selama tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013, meningkat dari PAD rata-rata Rp.23,694
Milyar menjadi Rp.53,054 Milyar sedangkan Dana
Perimbangan dari rata-rata Rp.449,554 Milyar
menjadi 802,993 Milyar

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak
dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik
dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas
ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan
memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan secara Rata-rata Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jambi selama tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013, meningkat dari PAD rata-rata Rp.23,694
Milyar menjadi Rp.53,054 Milyar sedangkan Dana
Perimbangan dari rata-rata Rp.449,554 Milyar
menjadi 802,993 Milyar

Selanjutnya pemekaran wilayah atau
pembentukan daerah otonomi baru semakin marak
sejak disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi
menjadi  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota,
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jambi dan Dasar Hukum Pembentukannya

Nama Kabupaten /
Kota

Kabupaten Batang Hari

Dasar Hukum Pembentukan

UURI No. 12 Tahun 1956

Kabupaten Bungo UURI No. 54 Tahun 1999

Kabupaten Kerinci UURI No. 12 Tahun 1956

UURI No. 54 Tahun 1999

Kabupaten Muaro Jambi UURI No. 54 Tahun 1999

Kabupaten Sarolangun UURI No. 54 Tahun 1999

1
2
3
4. Kabupaten Merangin
5
6
7

Kabupaten Tanjung UURI No. 54 Tahun 1999

Jabung Barat

8. Kabupaten Tanjung UURI No. 54 Tahun 1999

Jabung Timur

9. Kabupaten Tebo UURI No. 54 Tahun 1999

10. | Kota Jambi UURI No. 09 Tahun 1956

11. | Kota Sungai Penuh UURI No. 25 Tahun 2008

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Jambi.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil output dari regresi panel data dengan
metode Fixed Effect dapat dilihat pada tabel 4
penelitian ini.

Tabel 4. Output Fixed Effect

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.987266  2.253439 1.325648 0.1933
PAD? 10.33869  8.634971 1.197304 0.2390
DP? -1.541242 1.927324  -0.799680 0.4291
BD? 0.060060  0.858259  0.069979 0.9446
D? 0.034487  0.174023  0.198174 0.8440

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.402739 Mean dependent var 2.201642
|Adjusted R-

squared 0.187061 S.D. dependent var 0.390982
S.E. of regression  0.352522  Akaike info criterion 0.984088
Sum squared resid  4.473780 Schwarz criterion 1.519454
Log likelihood -10.60219 Hannan-Quinn criter. 1.187958
F-statistic 1.867318 Durbin-Watson stat 2.340249
Prob(F-statistic) 0.069407

Sumber: data Eviews 8.0

Dari tabel 4 penelitian ini dapat ditemukan bahwa
jumlah variabel individu atas uji t-stat ada yang
memberikan hasil yang signifikan dengan nilai t-table
sebesar 1.67943. Dengan nilai adjusted R? sebesar
0.187061 memberikan nilai yang cukup memuaskan.
Nilai probability dari f-stat senilai 0.069407
memberikan artian bahwa model tersebut highly
significant dengan nilai Durbin-Watson stat sebesar
2.340249 yang berada pada kisaran (1,5 < DW-Stat <
2,5).

Hasil pengujian kesesuaian dilakukan untuk
menentukan Kkelayakan suatu model regresi, karena
variabel penelitian lebih dari dua variabel maka dapat
dilihat dari nilai adjusted R square. Nilai adjusted R
square yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat
dilihat pada tabel 4.2 dibawah.

Nilai adjusted R squared pada tabel 4.2 dibawah
sebesar 0.187061, hal ini menunjukkan bahwa 18.7%
variabel kinerja penyelenggaraan Pemda dapat
dipengaruhi oleh variabel independen vyaitu Rasio
Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio
Realisasi Dana  Perimbangan terhadap  Total
Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja, dan Opini Audit. Sisanya sebesar
81.29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat
tingkat kepercayaan hasil uji hipotesis, selanjutnya
dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dibedakan
atas uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan
parsial (uji t) dengan taraf signifikansi a = 5%.

4.3. Pengujian Hipotesis
4.3.1. Uji Simultan (Uji-F)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila
Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak; dan apabila Fhitung
< Ftabel maka Ho dapat diterima. Hal tersebut dapat
ditunjukkan dalam tabel 5 di bawah ini:
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Tabel 5. Uji F Tabel 6. Ujit

R-squared 0.402739  Mean dependent var 2.201642 Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.
|Adjusted R-squared 0.187061 S.D. dependent var 0.390982

S.E. of regression 0.352522 Akaike info criterion 0.984088 C 2.987266 2.253439 1.325648 0.1933
Sum squared resid 4.473780 Schwarz criterion 1.519454 PAD? 10.33869 8.634971 1.197304 0.2390
Log likelihood -10.60219 Hannan-Quinn criter. 1.187958 DP? -1.541242 1.927324 -0.799680 0.4291
F-statistic 1.867318 Durbin-Watson stat 2.340249 BD? 0.060060 0.858259 0.069979 0.9446
Prob(F-statistic) 0.069407 | D? 0.034487 0.174023 _ 0.198174 0.8440

Sumber: data diolah eviews 8.0

Dari tabel 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar
1.867318 sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan
95% (o =0,05) adalah 2.56. Hal ini berarti bahwa nilai
Fhitung < Ftabel (1.867318 < 2,56). Hal ini
memberikan arti bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap
Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja, Rasio Realisasi Dana Perimbangan
terhadap Total Pendapatan dan variabel Opini Audit
tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan
Pemda pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa
Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio
Realisasi Dana  Perimbangan terhadap  Total
Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja dan Opini Audit tidak berpengaruh
terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jambi simultan diterima.

4.3.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji hipotesis penelitian untuk hubungan variabel
bebas dengan variabel terikat yang telah dibuat
sebelumnya dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 dibawah.

Pertama, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap
variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat.
Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat
signifikansi 95% (o = 5%) variabel rasio realisasi PAD
terhadap total pendapatan memiliki p-value t-stat
0.2390. Karena nilai tersebut > 0,05 maka variabel ini
berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa variabel rasio realisasi PAD
terhadap total pendapatan merupakan variabel yang
tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda.

Kedua, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap
variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat.
Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat
signifikansi 95% (o = 5%) variabel Rasio Realisasi
Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan memiliki
p-value t-stat 0.4291. Karena nilai tersebut > 0,05 maka
variabel ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Rasio
Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan
merupakan variabel yang tidak mempengaruhi kinerja
penyelenggaraan Pemda.

Sumbe.r: data diolah eviews 8.0

Ketiga, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap
variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat.
Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat
signifikansi 95% (a = 5%) variabel rasio realisasi
belanja terhadap anggaran belanja memiliki p-value t-
stat 0.9446. Karena nilai tersebut > 0,05 maka variabel
ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa variabel rasio realisasi
belanja terhadap anggaran belanja merupakan variabel
yang tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan
Pemda.

Keempat, Uji signifikansi yang dilakukan
terhadap variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value
t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan
tingkat signifikansi 90% (a = 10%) variabel opini audit
memiliki p-value t-stat 0.8440. Karena nilai tersebut >
0.5 maka variabel ini berada pada daerah tolak Ho.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel
opini  audit tidak  mempengaruhi kinerja
penyelenggaraan Pemda.

4.4, Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Secara Parsial Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah
dan Opini  Audit terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

Dari hasil penelitian berdasarkan Uji signifikansi
(Uji t) didapatkan bahwa variabel bebas tidak
mempengaruhi kinerja penyeleng-garaan Pemda. Hal
ini disebabkan banyaknya variabel lain di luar variabel
Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio
Realisasi Dana  Perimbangan terhadap  Total
Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja, dan Opini Audit terhadap kinerja
penyelenggaraan Pemda pada Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jambi.

Pertama, hasil pengujian secara parsial atas
variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) vyang
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan  terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih
(2012) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan
daerah yang diukur dengan menggunakan porsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi
pendapatan daerah.

Kedua, hasil pengujian secara parsial atas variabel
Dana Perimbangan yang menunjukkan bahwa tidak
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terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan
hasil penelitian Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq
Nur Rahardjo (2013) yang menunjukkan bahwa
variabel tingkat Kketergantungan daerah kepada
pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total
realisasi pendapatan daerah, berdasarkan hasil uji
regresi logistik ordinal tidak berpengaruh terhadap skor
kinerja Pemda kabupaten/kota.

Ketiga, hasil pengujian secara parsial atas variabel
Belanja Daerah yang menunjukkan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan
dengan penelitian Widya Astuti Mustikarini dan Debby
Fitriasari (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel
belanja daerah dengan proksi Rasio Realisasi Belanja
terhadap Anggaran Belanja, variabel belanja daerah
ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan.
Artinya semakin besar belanja daerah ternyata
menyebabkan semakin kecil nilai skor kinerja sekaligus
menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemda
lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya
rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, hasil pengujian secara parsial atas
variabel Opini Audit yang menunjukkan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan
dengan penelitian Sucahyo Heriningsih (2015) yang
menyimpulkan bahwa  kinerja  penyelenggara
pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) secara
statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara
kabupatan/kota yang memiliki opini WTP dengan yang
memperoleh opini selain WTP serta secara statistik
juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan Tingkat
Korupsi (Indeks persepsi Korupsi modifikasi) antara
kabupatan/kota yang memiliki opini WTP dengan yang
memperoleh opini selain WTP. Penelitian lain yang
mendukung pernyataan ini adalah Nandhya Marfiana
dan Lulus Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa
opini audit belum cukup untuk menjelaskan
keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah
daerah. Terhadap opini audit hasil penelitian
menunjukkan tidak berpengaruh, disebabkan karena
audit oleh BPK RI adalah audit atau pemeriksaan
keuangan sebagaimana maksud ayat 2 pasal 4 Undang
undang nomor 15 tahun 2014, bahwa pemeriksaan
keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan,
sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan
keuangan sesuai dengan tujuan audit suatu pemerintah
daerah. Bukan  merupakan  audit  terhadap
penyelenggaran Kinerja sebagaimana maksud ayat 3
pasal 4 Undang undang nomor 15 tahun 2014 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

4.4.2. Secara Simultan Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah
dan Opini Audit terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

Dari hasil penelitian ini dengan nilai adjusted R
squared sebesar 0.187061, artinya bahwa 18.7 %
variabel kinerja penyelenggaraan Pemda dipengaruhi
oleh variabel independen yaitu Rasio Realisasi PAD
Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana
Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio
Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, dan
Opini Audit. Sedangkan sisanya sebesar 81.29%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan
oleh model penelitian ini.

Sedangkan untuk melihat tingkat signifikansinya
secara simultan dilakukan uji F dengan taraf
signifikansi o = 5% yang diperoleh bahwa nilai Fhitung
< Ftabel (1.867318 < 2,56). Hal ini memberikan arti
bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total
Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja, Rasio Realisasi Dana Perimbangan
terhadap Total Pendapatan dan variabel Opini Audit
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
penyelenggaraan Pemda pada Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jambi.

5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel
Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total
Pendapatan tidak berpengaruh siginifikan terhadap
kinerja penyelenggaran Pemda Kabupaten Kota di
Provinsi Jambi.

2) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel Dana
Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana
Perimbangan terhadap Total Pendapatan tidak
berpengaruh  siginifikan  terhadap  kinerja
penyelenggaran Pemda Kabupaten Kota di
Provinsi Jambi.

3) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel
realisasi belanja daerah yang diproksikan dengan
rasio total realisasi belanja daerah terhadap
anggaran belanja tidak berpengaruh siginifikan
terhadap  kinerja  penyelenggaraan  Pemda
Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.

4) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel opini
audit tidak berpengaruh siginifikan terhadap
kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil
ini menjelaskan bahwa Kabupaten/ Kota yang
mendapat opini audit WTP atau yang opini audit
tidak WTP, tidak berpengaruh terhadap kinerja
penyelenggaran Pemda Kabupaten Kota di
Provinsi Jambi.

5) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan,
membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja
Daerah serta Opini Audit BPK RI, secara simultan
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap
kinerja penyelenggaraan Pemerintah  Daerah
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Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode
tahun 2009-2013.

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  upaya
meningkatkan kinerja penyelenggaran
pemerintahan daerah, sebaiknya secara simultan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan serta memanfaatkan pengeluarannya
melalui Belanja Daerah yang prioritasnya adalah
untuk  peningkatan pelayanan dasar dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
sehingga dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat dan memperoleh opini audit WTP
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada
publik..

2) Penelitian ini menggunakan data panel untuk
kabupaten / kota di Provinsi Jambi dari Tahun
2009 s.d 2013, hasil EKPPD diterbitkan oleh
Kementerian Dalam Negeri RI setelah 2 (dua)
tahun. Maka peneliti tidak dapat menggunakan
data hasil EKPPD tahun 2014 dan yang terbaru,
untuk penelitian selanjutnya dapat menambah
tahun penelitian sampai dengan tahun 2014 dan
menambah objek penelitian untuk kabupaten/kota
di Indonesia untuk dapat melihat hasil pengujian
yang mungkin berbeda dengan menambahkan
tahun penelitian dan objek penelitian.

3) Variabel independen vyang digunakan dalam
penelitian ini hanya menjelaskan 18.71% dari
variabel kinerja penyelenggaraan Pemda yaitu
Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan,
Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total
Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap
Anggaran Belanja dan Opini Audit BPK RI.
Sisanya sebesar 81.29% dipengaruhi oleh variabel
lain dari kriteria penilaian kinerja penyelenggaran
Pemda yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini. Maka, pada penelitian selanjutnya
dapat dimasukkan faktor-faktor lain yang belum
diuji dalam penelitian ini sesuai dengan maksud
Permendagri Nomor 73/2009.
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